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[ KATA PENGANTAR ]

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia,
dan penyertaan-Nya sehingga buku berjudul "Teori dan Praktik Penyelesaian
Sengketa Jaminan Fidusia di Indonesia” ini dapat diselesaikan dengan baik.
Buku ini disusun sebagai salah satu referensi yang diharapkan mampu
memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum jaminan
fidusia di Indonesia, baik dari aspek konseptual, filosofis, historis, normatif,
maupun implementasinya dalam praktik.

Perkembangan dunia usaha, industri keuangan, dan sistem pembiayaan
nasional telah menjadikan jaminan fidusia sebagai salah satu instrumen
hukum yang memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi.
Berbagai bentuk pembiayaan, mulai dari perbankan hingga perusahaan
pembiayaan, memanfaatkan jaminan fidusia sebagai sarana untuk
memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Di sisi lain, dinamika praktik
di lapangan juga menghadirkan berbagai persoalan hukum, mulai dari proses
pembentukan akta, pendaftaran secara elektronik, pelaksanaan hak preferensi,
eksekusi jaminan, hingga perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai hukum fidusia
tidak lagi cukup hanya berlandaskan ketentuan normatif, tetapi juga harus
memperhatikan perkembangan putusan pengadilan, kebijakan pemerintah,
transformasi digital layanan hukum, serta dinamika sosial yang menyertainya.

Buku ini disusun secara sistematis agar pembaca dapat memahami hukum
tidusia secara bertahap. Pembahasan diawali dengan konsep dasar mengenai
subjek dan objek jaminan fidusia, sejarah perkembangan fidusia, asas-asas
yang mendasari keberlakuannya, serta karakteristik yang membedakannya
dari lembaga jaminan lainnya. Selanjutnya, pembaca diajak memahami hak
preferensi penerima fidusia, pembentukan akta, mekanisme pendaftaran
melalui sistem elektronik, kekuatan hukum sertifikat jaminan fidusia,
prosedur eksekusi, penjualan objek fidusia di bawah tangan, hingga
pengaturan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan

penyelenggaraan jaminan fidusia di Indonesia.



Selain membahas aspek normatif, buku ini juga mengangkat berbagai isu
aktual yang berkembang dalam praktik. Di antaranya adalah transformasi
digital layanan administrasi hukum melalui sistem AHU Online, implikasi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap
mekanisme eksekusi jaminan fidusia, penyelesaian sengketa melalui jalur
litigasi maupun nonlitigasi, peran LAPS SJK dalam penyelesaian sengketa
sektor jasa keuangan, hingga pengawasan terhadap etika dan jabatan notaris
dalam pembentukan akta jaminan fidusia. Kehadiran berbagai pembahasan
tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh
mengenai tantangan dan perkembangan hukum fidusia di era modern.

Penyusunan buku ini tidak hanya ditujukan bagi mahasiswa fakultas
hukum, tetapi juga bagi dosen, peneliti, notaris, advokat, hakim, praktisi
perbankan, perusahaan pembiayaan, aparatur pemerintah, serta masyarakat
umum yang memiliki perhatian terhadap perkembangan hukum jaminan
kebendaan. Dengan bahasa yang sistematis dan pembahasan yang didukung
oleh peraturan perundang-undangan serta praktik hukum, buku ini
diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam kegiatan akademik
maupun praktik profesional.

Penulis menyadari bahwa perkembangan hukum merupakan suatu proses
yang dinamis. Perubahan regulasi, lahirnya putusan pengadilan baru,
maupun perkembangan praktik bisnis akan terus memengaruhi implementasi
hukum fidusia di Indonesia. Oleh karena itu, buku ini tidak dimaksudkan
sebagai kajian yang bersifat final, melainkan sebagai bahan pembelajaran
yang terbuka untuk terus dikembangkan melalui diskusi ilmiah, penelitian
lanjutan, dan penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada
seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta kontribusi
dalam penyusunan buku ini. Semoga buku "Hukum Fidusia" dapat
memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, memperkaya literatur
mengenai hukum jaminan di Indonesia, serta menjadi referensi yang berguna
bagi dunia akademik, profesi hukum, dan masyarakat luas.

Jakarta, Agustus 2026

Penulis
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BAB

SUBJEK DAN OBJEK
JAMINAN FIDUSIA

A. PENGERTIAN JAMINAN FIDUSIA

Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), Pasal 1 Angka 1,
mendefinisikan fidusia sebagai pengalihan hak milik atas suatu benda
berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan pemilik benda tersebut
memegang kendali atas hak milik yang dialihkan tersebut. Tujuan pengalihan
hak milik atas benda ini hanya untuk memberikan prioritas kepada penerima
fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya agar dapat menggunakannya
sebagai jaminan untuk pelunasan utang tertentu. Hak yang didahulukan
terhadap hak-hak lainnya dikenal sebagai droit de preference.!

Fidusia didefinisikan secara umum dalam pasal tersebut dan belum
dikaitkan atau dikaitkan dengan perjanjian utama, oleh karena itu belum
dikaitkan dengan utang. Berikut ini adalah unsur-unsur rumusan fidusia,
yakni:?

1. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia. Dari penyebutan
unsur dalam hukum fidusia tersebut juga jelas bahwa kepercayaan
memegang peranan penting dalam perkara ini. Pengertian kepercayaan

sebagaimana yang selama ini berlaku adalah sebagai berikut: Debitur yang

! Simanjuntak PNH, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia (jakarta: kencana, 2009), 211.
2 Asmaniar Asmaniar and Fiter Jonson Sitorus, “Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang,”
Justice Voice 1, no. 1 (2022): 14, https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.32.



HAK PREFERENSI DARI
PEMEGANG FIDUSIA

A. PENGERTIAN HAK PREFERENSI DARI PEMEGANG FIDUSIA

Yang dimaksud dengan hak preferensi adalah hak dari kreditur pemegang
jaminan tertentu untuk terlebih dahulu diberikan haknya (dibandingkan
dengan kreditur lainnya) atas pelunasan hutangnya yang diambil dari hasil
penjualan barang jaminan hutang tersebut. Dalam hubungan dengan hak
preferensi dari penerima Jaminan Fidusia, maka Pasal 27 ayat (2) Undang-
Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999 menjelaskan bahwa:

"hak preferensi adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan

piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia".

Oleh Undang-Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999 diberikan hak preferensi
kepada penerima jaminan fidusia. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam
Pasal 27 ayat (1). Dengan demikian, sama dengan hak jaminan lainnya, seperti
hak tanggungan, hipotik atau hak gadai, maka kepada fidusia pun diberikan
hak preferensi. Ketentuan ini sekaligus menghapus keragu-raguan selama ini

tentang ada tidaknya hak preferensi bagi si penerima fidusia ini.



ASAS-ASAS JAMINAN FIDUSIA

A. JAMINAN FIDUSIA BERSIFAT ASSESOIR

Dalam lapangan hukum perdata kita semua sepakat bahwa perjanjian
jaminan merupakan assesoir dari perjanjian lain yang pada Umumnya
berbentuk perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit, namun meskipun
demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa perjanjian utang piutang dan
perjanjian kredit lebih penting dibandingkan dengan perjanjian jaminannya,
karena pada kenyataannya justru perjanjian jaminan memegang peranan
yang menentukan dalam timbulnya perjanjian utang piutang bahkan dalam
praktiknya kesepakatan mengenai objek jaminan selalu muncul lebih dulu
sebelum persoalan utang piutangnya disepakati, sehingga seakan-akan yang
terjadi saat ini adalah perjanjian jaminanlah yang menentukan lahir atau
tidaknya perjanjian utang piutang karena tidak akan ada kreditor yang mau
untuk memberikan utang (kredit) kepada debitor yang tidak memiliki
jaminan memadai.

Sifat assesoir memang tidak semata-mata dipandang pada saat lahirnya
dua perjanjian tersebut, namun sifat assesoir itu lebih mudah dilihat pada saat
setelah keduanya lahir, yaitu perjanjian jaminan akan selalu mengikuti
perjanjian pokoknya, artinya pada saat perjanjian pokoknya hapus atau batal,

maka dengan sendirinya perjanjian jaminannya pun akan menjadi hapus dan



BAB
v

AKTA JAMINAN FIDUSIA

A. AKTA JAMINAN FIDUSIA

Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa “Pembebanan Benda
dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia
dan merupakan akta Jaminan Fidusia adalah Notaris”. Pasal 12 Undang-
undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang
pendaftaran jaminan fidusia dilakukan dikantor Pendaftaran Fidusia yang
berada di dalam ruang lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Republik Indonesia dengan wilayah kerja dimana jaminan tersebut berada
dan harus dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia.

Akta sendiri merupakan suatu surat yang ditandatangani dan berfungsi
sebagai bukti peristiwa yang menimbulkan suatu hak atau perjanjian. Itu
dibuat khusus untuk melayani tujuan ini. Menurut Pasal 1868 KUHPerdata,
akta otentik adalah akta yang dibuat dengan cara yang ditentukan oleh
undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang cakap
melakukannya di tempat pembuatan akta itu.

Tanda tangan dalam arti luas adalah tanda (surat) tertulis dari
penandatangan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang yang

membuat pernyataan atau memberikan informasi. Definisi tersebut mencakup
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PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

A. SISTEM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ONLINE (AHU

ONLINE)

Sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia berupa prosedur
pendaftaran jaminan fidusia serta penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia yang
dapat dilakukan secara online oleh pemohon pendaftaran jaminan fidusia
melalui sistem elektronik milik Direktorat Jendral Administrasi Hukum
Umum (Ditjen AHU). Sumber hukum yang menjadi dasar pembentukan dan
pemberlakuan sistem ini adalah Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-
06.0T.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi
Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System).5!

Pada tahun 2013 Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan Sistem
Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik. Hal tersebut
dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan
Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013
Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dalam
rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa

hukum di bidang jaminan fidusia. Tujuan diberlakukannya pendaftaran

® Ni Wayan Erna Sari & AA. Ketut Sukranatha, “Pendaftaran Fidusia Online Pada Kantor Wilayah
Kementrian Hukum Dan HAM Provinsi Bali”, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 4, (Maret
2018), hlm. 2, https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/id-29570.


https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/id-29570

BAB
vi

KEKUATAN HUKUM DAN
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

A. JENIS-JENIS EKSEKUSI
M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa pada dasarnya ada dua bentuk

eksekusi ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan

hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan. Adakalanya sasaran
hubungan hukum yang hendak dipenuhi sesuai dengan amar atau diktum
putusan ialah melakukan sesuatu tindakan nyata atau tindakan riil sehingga
eksekusi semacam ini disebut sebagai eksekusi riil. Adakalanya hubungan
hukum yang mesti dipenuhi dengan amar putusan ialah melakukan
pembayaran sejumlah uang. Eksekusi seperti ini selalu disebut eksekusi
pembayaran uang.

Menurut M. Yahya Harahap di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan
bahwa:

1. Eksekusi riil, yaitu eksekusi yang hanya mungkin terjadi berdasar-kan
putusan (perintah red: ditambahkan penulis) pengadilan untuk melakukan
suatu tindakan nyata atau riil.

2. Eksekusi verkoop, yaitu eksekusi yang menyangkut pembayaran sejumlah
uang, dengan cara menjual barang milik debitor melalui pelelangan
umum, baik dengan perantaraan pengadilan, maupun oleh kekuasaan

kreditor sendiri berdasarkan kewenangan parate eksekusi.



PENJUALAN OBJEK FIDUSIA
SECARA DI BAWAH TANGAN

A. PENGERTIAN PENJUALAN SECARA DI BAWAH TANGAN OBJEK

JAMINAN FIDUSIA

Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf ¢ UU Fidusia menyebutkan penjualan di
bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan
Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi
yang menguntungkan para pihak jika kita perhatikan bahwa ketentuan
tentang penjualan di bawah tangan sebagaimana disebutkan dalam rumusan
pasal di atas termasuk dalam salah satu bentuk eksekusi yang disediakan oleh
pembentuk undang-undang bagi kreditor pemegang Jaminan Fidusia, karena
Pasal 29 sendiri berada dalam Bab tentang "Eksekusi Jaminan Fidusia namun
demikian, banyak sarjana yang memberikan kritik tentang pengelompokan
penjualan di bawah tangan sebagai salah satu bentuk eksekusi karena secara
substansi tidak sesuai dengan makna eksekusi pada umumnya.

M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa eksekusi adalah tindakan yang
dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Sedangkan
Pasal 29 ayat (1) huruf ¢ UU Fidusia menyebutkan bahwa penjualan di bawah
tangan itu dilakukan berdasarkan kesepakatan, sehingga jika tindakan
penjualan tersebut dilakukan berdasarkan kemauan dari pihak si debitor
sendiri mana mungkin tindakan penjualan seperti itu dikelompokkan sebagai

bentuk eksekusi, sehingga lebih tepat sebagal upaya penyelesaian secara



PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT JAMINAN FIDUSIA

Penjelasan mengenai konsep dasar hukum jaminan fidusia beserta dasar
hukumnya. Dasar hukum tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan
Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia, Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap ibu kota provinsi, serta
beberapa Permenkumham seperti Permenkumham 8/2013 tentang
pendelegasian penandatanganan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik,
Permenkumham 9/2013 tentang pemberlakuan pendaftaran fidusia secara
elektronik, Permenkumham 17/2020 tentang permohonan data jaminan
tidusia, dan Permenkumham 25/2021 tentang tata cara pendaftaran,
perubahan, dan penghapusan jaminan fidusia.

Selain itu terdapat peraturan terkait lainnya seperti Perkapolri Nomor 8
Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi
perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor, serta POJK Nomor
35/POJK.05/2018 jo. POJK 7/POJK.05/2022 yang mengatur penyelenggaraan
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PERLINDUNGAN HUKUM DALAM
PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA

A. PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PIHAK TERTENTU

Menjadi prinsip hukum bahwa dalam hal undang-undang melalui
ketentuannya adalah hendak melindungi pihak/orang tertentu, maka undang-
undang memberikan suatu hak tertentu kepada orang/pihak yang
bersangkutan dan dalam peristiwa demikian, maka terserah kepada pihak/
orang yang hendak dilindungi untuk menggunakan atau tidak hak tersebut.
Meskipun demikian, dapat saja undang-undang menetapkan bahwa kalau
hak yang diberikan kepadanya tidak dipergunakan, maka ia tidak dapat
menikmati keuntungan yang hendak diberikan oleh undang-undang dengan
memberikan hak tersebut.

Pengaturan dalam Pasal 11 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jelas dimaksudkan untuk memberikan
perlindungan hukum kepada pihak penerima fidusia. Oleh karena itu,
undang-undang meletakkan kewajiban kepada penerima fidusia untuk
mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia (AJF). Dalam praktik, sebagian besar
penerima fidusia tidak mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia (AJF) dengan
alasan sebagai berikut:

1. Nominal penjaminan kecil, padahal biaya pendaftaran cukup besar, dan

karena itu tidak sesuai dengan asas manfaat; dan
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PENGAWASAN TERHADAP

PELAKSANAAN ETIK DAN JABATAN NOTARIS
DALAM PEMBENTUKAN PERIKATAN FIDUSIA
OLEH MAJELIS PENGAWAS: ANALISIS MENDALAM
TENTANG PENYALAHGUNAAN AKUN NOTARIS

A. FONDASI PENGAWASAN NOTARIS DALAM SISTEM HUKUM

INDONESIA

Keberadaan notaris diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang memberikan landasan
hukum kuat untuk pengawasan dan pembinaan. Notaris sebagai pejabat
umum yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum perlu
mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum
bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, pembentukan perikatan fidusia menjadi salah satu
fungsi penting notaris. Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, merupakan hak
jaminan atas benda bergerak maupun tidak bergerak yang tetap berada dalam
penguasaan pemberi fidusia. Dengan sifatnya yang penting bagi dunia usaha

dan perekonomian, praktik pembuatan akta jaminan fidusia harus dilakukan
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PENYELESAIAN SENGKETA FIDUSIA
SECARA NON LITIGASI DAN LITIGASI

A. PENYELESAIAN SENGKETA JAMINAN FIDUSIA SECARA NON

LITIGASI

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses yaitu proses
penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan
kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama di
luar pengadilan. Penyelesaian pelanggaran jaminan fidusia di Indonesia pada
dasarnya telah tercantum di dalam akta pembebanan jaminan fidusia.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, berarti persengketaan atau
perselisihan di antara para pihak belum diajukan ke pengadilan. Dalam hal
ini dapat terjadi, Pertama, oleh karena pihak yang bersengketa berusaha
bersama-sama mencari solusi yang dapat diterima oleh para pihak secara
damai. Proses negosiasi yang dilakukan oleh para pihak, masih
memungkinkan dicapainya kata sepakat sehingga sengketa tersebut dapat
teratasi. Kedua, apabila para pihak yang bersengketa tidak dapat menemukan
kata sepakat untuk menyelesaikan persengketaan tersebut, dapat ditempuh
penyelesaiannya melalui pengadilan, dan di luar pengadilan. Namun
penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan

tetap membuka peluang ditempuhnya perdamaian.
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Sfeonis dans AT
PENYELESAIAN SENGKETA

JAMINANFIDUSIA
DIINDONESIA

Buku Teori dan Praktik Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia di
Indonesia menyajikan pembahasan yang komprehensif mengenai jaminan
fidusia sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem hukum dan
pembiayaan di Indonesia. Materi disusun secara sistematis mulai dari
konsep dasar, subjek dan objek jaminan fidusia, sejarah perkembangannya,
asas-asas hukum, hak preferensi, pembentukan akta, mekanisme
pendaftaran elektronik melalui AHU Online, hingga kekuatan hukum
sertifikat dan pelaksanaan eksekusijaminan.

Selain mengulas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999, buku ini juga membahas perkembangan regulasi, implikasi putusan
Mahkamah Konstitusi, perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur,
penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi,
pengawasan terhadap profesi notaris, serta berbagai contoh putusan
pengadilan yang memberikan gambaran nyata mengenai penerapan hukum
fidusia dalam praktik.

Dengan memadukan landasan teoretis, analisis yuridis, dan
pembahasan kasus aktual, buku ini menjadi referensi yang relevan bagi
mahasiswa, akademisi, notaris, advokat, praktisi perbankan dan
perusahaan pembiayaan, serta seluruh pembaca yang ingin memahami
perkembangan hukum fidusia secara mendalam di tengah dinamika sistem
hukum dan transformasi layanan digital di Indonesia.
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